BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.173, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pola Umum.
Standar. Pengelolaan DAS.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.42/Menhut-11/2009
TENTANG
POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Proving dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pola Umum,
Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);
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Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagai mana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah bebergpa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Proving, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitas dan Reklamas Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

Peraturan Presden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2008;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit
Organisass dan Tugas Eselon | Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagamana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-
[1/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor : P. 64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLA
UMUM, KRITERIA DAN STANDAR PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU.
Pasal 1

Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungal Terpadu
adalah sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan Daerah Aliran Sungal Terpadu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pemerintah,
Pemerintah Daerah Proving, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pengel olaan daerah aliran sungai.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 52/K pts-
11/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2009

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 1 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONES A

NOMOR : P. 42/Menhut-11/2009
TANGGAL : 26 Juni 2009

POLA UMUM, KRITERIA DAN STANDAR
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
|. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pengelolaan DAS pada hakekatnya merupakan perlindungan, pelestarian
dan pemanfaatan sumberdaya alam berbasis ekosissem DAS untuk
kesg ahteraan manusia dan kelestarian ekosistem DAS itu sendiri. Kegiatan
pengelolaan DAS tersebut menimbulkan dampak baik positif maupun negatif
yang diantaranya dapat dilihat melalui indikator aliran air di DAS yang
bersangkutan. Adanya keterkaitan antar kegiatan pengelolaan sumberdaya
DAS dan dampak yang ditimbulkannya memungkinkan untuk mengukur
keberlanjutan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan. Hal ini yang
melandas  digunakannya ekosistemm DAS sebagal satuan terbaik dalam
pengel olaan sumberdaya berbasis ekosi stem.

Keberadaan sumberdaya alam yang berbeda seringkali menempati
wilayah atau bentang alam yang sama, misalnya deposit bahan tambang dan
mineral di dalam kawasan hutan. Hal ini seringkali membawa konsekuensi
terjadinya tumpang-tindih  kepentingan dan kewenangan pengaturan
pengelolaan sumberdaya alam oleh instansi yang berbeda. Berbagai konflik
yang terkait dengan pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya alam DAS,
juga disebabkan karena belum adanya perangkat hukum yang mengatur
pengelolaan sumberdaya DAS. Selain itu, konflik pemanfaatan sumberdaya
seringkali terkait dengan belum berjalannya keterpaduan antar sektor dan
antar wilayah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pemantauan dan evaluas pengelolaan DAS. Oleh karena itu, pengelolaan
sumberdaya di DAS yang sama oleh berbagal instans yang berbeda
memerlukan koordinas pengelolaan sumberdaya tersebut. Untuk mencapai
efektivitas koordinas dalam pengelolaan sumberdaya DAS secara terpadu
diperlukan payung hukum peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai
acuan instans-instans terkait dalam pelaksanaan tugasnya.




